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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah 

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula.
 Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. 

Angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku. 

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan.
 Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.
Kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan. Penipuan  merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.
Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.
 Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidah digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.

Salah satu tindak pidana penipuan adalah dengan modus arisan online.  Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok, di mana anggotanya mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama dalam tiap periode waktu tertentu, tergantung pada kesepakatan kelompok. Kegiatan arisan dimanfaatkan sebagai alat untuk mempererat persaudaraan dan sebagai sarana membantu ekonomi para anggota. Arisan dapat berupa arisan uang, arisan barang, atau arisan logam mulia, dan memiliki berbagai fungsi, termasuk sebagai metode menabung dan memperoleh barang atau uang secara bergantian.
Arisan online/daring ialah kegiatan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok, di mana anggotanya mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama dalam tiap periode waktu tertentu, yang dilakukan atau dimainkan di dunia maya dengan menggunakan media sosial sebagai perantara. Dari kegiatan arisan ini, maka akan muncul pula dan kewajiban bagi masing-masing orang yang tergabung dalam arisan tersebut. Dulu, kegiatan arisan dilakukan secara bertemu langsung face to face untuk melakukan kegiatan arisan tersebut sebagai suatu wujud dari pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Akan tetapi dengan adanya perkembangan zaman arisan dapat dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial seabagai perantara dalam melaksanakan arisan tersebut).

Pengeloaan arisan online yang berpotensi memicu kejadian kriminal dipermudah anggota dengan sistem arisan. Kesempatan ini tersedia sebagai hasil dari pemilik arisan online, yang mengawasi anggota secara langsung. Jika orang yang bertanggung jawab atas pertemuan virtual berharap menghasilkan uang darinya. Ada juga kemungkinan besar penipuan dan penggelapan saat menggunakan arisan online.

Penipuan arisan online merupakan jenis tindak pidana berbasis online, penipuan secara online adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Penipuan online mengakibatkan adanya korban yang mengalami kerugian, sehingga kasus penipuan tersebut telah diatur dalam KUHP dan UU ITE. 

Tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana penipuan online pasal 28 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian  konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Kejahatan lainnya yang masuk dalam kategori ini mecakup kegiatan criminal yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Bukti kejahatan yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE berupa data elektronik yang berupa suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran, data elektronik, telegram, teleks, telekopi, atau komunikasi semacam itu, surat, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diproses dan mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat menguraikannya, semuanya dianggap berdasarkan informasi elektronik, yaitu perbuatan yang dilakukan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya disebut dengan transaksi elektronik.

Berdasarkan uraian  di  atas,  maka   dipilih judul skripsi tentang  "Aspek Hukum  Tindak  Pidana Penipuan  Arisan Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik".
Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ?

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku  tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Untuk  mengetahui perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.

Untuk  mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku  tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.

Manfaat  Penelitian

Manfaat  penelitian dalam penulisan skripsi ini  adalah sebagai berikut : 

Secara teoritis skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.

Secara praktis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai aturan tentang perlindungan hukum terhadap anggota arisan dari tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. 
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